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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, 2. Koperasi Pegai Negeri (KPN) Lunang Sliaut Kabupaten Pesisir Selatan Telah Menerapkan SAK ETAP,  Metode anallisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif digunakan untuk menjawan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan diperoleh Dalam SAK ETAP, laporan keuangan yang lengkap meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Sedangkan dalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Luang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, yang disajikan yaitu: neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : Cadangan penyisihan piutang tak tertagih yang tidak tersaji dalam laporan neraca yaitu untuk menghapus piutang tak tertagih yang telah tersaji berupa akun piutang khusus. Gedung yang bukan merupakan hak milik koperasi seharusnya tidak disajikan pada neraca yaitu pada pos aktiva tetap. Kewajiban membayar pajak yang seharusnya dilakukan oleh koperasi. Laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang tidak tersedia, yang mana laporan ini tidak lain untuk lebih memperjelas keberadaan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.   Aset Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah disusutkan tiap tahun, namun ada sebagian aset yang telah habis umur ekonomisnya masih dilakukan penyusutan yang dapat menimbulkan dugaan penyimpangan terhadap penyajian nilai penyusutan yang terdapat dalam laporan keuangan.

Abstrack
his study aims to determine: 1. Presentation of Financial Statements Civil Servants Cooperative (KPN) Lunang Silaut South Coastal District, 2. Cooperative State Pegai (KPN) Lunang Sliaut South Coastal District has been Applying SAK ETAP, anallisis method used in this research is the analysis Qualitative. Qualitative analysis is used to answering the problems that exist in this study. Based on data analysis has been done obtained in SAK ETAP, the complete financial statements include: balance sheet, income statement, statement of changes in equity, cash flow statement and notes to the financial statements contain a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Whereas in the financial statements Civil Servants Cooperative (KPN) Luang Silaut South Coastal District, which is presented as follows: balance sheet, income statement, and statement of cash flows. Based on the results of research and discussion, the researchers can draw conclusions as follows: Reserve allowance for doubtful accounts were not presented in the balance sheet which is to remove bad debts that have been presented in the form of special receivable account. The building is not the property of the cooperative should be presented on the balance sheet that is in fixed asset item. The obligation to pay taxes that should have been done by the cooperative. Changes in equity and notes to the financial statements are not available, which this report is not to further clarify the financial existence of Civil Servants Cooperative (KPN) Lunang Silaut South Coastal District. Assets Civil Servants Cooperative (KPN) Lunang Silaut South Coastal District has depreciated each year, but there are some assets that have depleted its economic life is depreciated over alleged irregularities that can lead to the presentation of depreciation value contained in the financial statements.
PENDAHULUAN

Latar Belakang 
	Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercermin dalam Undang – Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Dalam penjelasan Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi sebagai suatu sistem yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang- Undang No.25 tahun 1992. 
Koperasi merupakan organisasi yang terbuka, terutama bagi para anggotanya.  Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi mampu menjadi bangun usaha utama dalam perekonomian. Sebagai organisasi yang berwatak sosial, koperasi memiliki banyak perbedaan dengan bentuk perusahaan lainnya, namun bila dilihat dari segi kebutuhannya terhadap jasa akuntansi, koperasi juga membutuhkan jasa akuntansi baik untuk mengolah data keuangan guna menghasilkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan terhadap praktek pengelolaan usahanya. 
	Untuk kelancaran perkembangan usaha koperasi diperlukan pengelolaan yang profesional yang memerlukan adanya suatu sistem pertanggung jawaban berupa laporan keuangan yang lengkap dengan berdasarkan pada pedoman yang sudah distandarkan khusus untuk koperasi, pedoman tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap organisasi koperasi dalam menerapkan standar akuntansi keuangan (SAK), sehingga dapat terbentuk suatu struktur yang sistematis dalam pengembangan usaha koperasi yang mengacu pada prinsip-prinsip koperasi. Pedoman ini sekaligus dimaksudkan untuk menjadi acuan baik dalam pembinaan maupun penilaian pelaksanaan kinerja koperasi serta pihak-pihak yang berkepentingan pada koperasi. 
	Selama ini perekonomian Indonesia sendiri telah ditopang dengan adanya eksistensi koperasi. Tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamai koperasi, tetapi diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan  bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Dengan adanya koperasi diharapkan dapat menopang perekonomian Indonesia baik saat perekonomian menurun dan perekonomian stabil. Hal ini terkandung dalam tujuan dasar ekonomi Indonesia, yaitu pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945.
	Dalam koperasi juga terdapat pos-pos keuangan yang nantinya digunakan dalam penyusunan pelaporan keuangannya pada rapat anggota tahunan. Seperti lembaga keuangan lainnya, koperasi juga mempunyai standar atau aturan-aturan  dalam penyusunan laporan keuangannya. Dalam penyusunan laporannya, koperasi pun tidak lepas dari kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dahulu   peraturan   dalam   penyusunan   pelaporan   terkandung   dalam   prinsip akuntansi Indonesia yang mana mengadopsi united states general accepted accounting principal (US GAAP). Lalu berganti nama menjadi pernyataan satuan akuntansi   keuangan,   dimana   peraturan      atau   standar   mengenai   koperasi terkandung dalam PSAK no 27 yang akhirnya dicabut pada 23 oktober 2010, yang diakibatkan dengan diadopsinya Internasional Financial Reporting Standards (IFRS)  sebagai  standar  pelaporan  keuangan  internasional.  Setelah  berlakunya IFRS, peraturan penyusunan laporan keuangan terbagi menjadi 43 standar akuntansi keuangan, 8 standar akuntansi syariah, 11 interpretasi satuan akuntansi keuangan, 4 technical bulletins, dan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas  publik  /UKM  (SAK  ETAP),  dimana  peraturan  tentang  koperasi diatur dalam SAK ETAP.
	Standar Akuntansi  Keuangan  untuk  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dimaksudkan untuk dipergunakan oleh perusahaan atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Menurut SAK ETAP bab 1 paragraf 1, Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Dalam  SAK ETAP  sendiri  diotorisasi  penggunaannya oleh  Peraturan  Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No: 04/Per/M.UMKM/VII/2012 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi.
	Namun sangat disayangkan, perkembangan koperasi yang diharapkan dapat menjadi tonggak utama perekonomian Indonesia mengalami berbagai hambatan misalnya kekurangan dana. Selain itu, kurangnya kemampuan pelaku koperasi dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi koperasi, antara lain rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman pelaku tersebut dalam bidang akuntansi (Benyamin dalam Putra dan Kurniawati, 2012). Selain itu kurangnya sumber daya manusia yang menguasai SAK ETAP  dan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang SAK ETAP kepada pengurus koperasi menjadi faktor penyebab koperasi tidak menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP (Andreas, 2014)
Dengan   adanya  perubahan   dalam   hal   peraturan  dalam   menyusun   laporan keuangan di tingkat negara, maka penyusunan laporan keuangan pada koperasi tersebut  diharapkan  telah  menyesuaikan  dengan  peraturan  yang  ada  sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di antara koperasi terutama daya bandingnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai bagaimana implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada laporan koperasi. Penelitian ini mengambil studi kasus pada koperasi yang beroperasi di daerah Bandarlampung. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul skripsi: “Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Untuk Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi di Bandarlampung ).”
	Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka penulis tertarik membahasnya kedalam bentuk proposal penelitian skripsi dengan judul : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan”. 

Perumusan Masalah 
	Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 
1. Bagaimana penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Luang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Apakah Koperasi  Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan SAK ETAP ?.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
	Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Luang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan SAK ETAP.
	Sedangkan kegunaanya adalah :
1. Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai penyajian laporan keuangan sesuai SAK ETAP .
2. Bagi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. 
Dapat dijadikan sebagai bahan masukan tentang pentingnya Penerapan SAK ETAP .
3. Bagi Masyarakat Umum
Dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui penyajian laporan keuangan sesuai SAK ETAP .
4. Bagi akademis 
Sebagai referensi bagi yang melakukan penelitian yang sama

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Keuangan Koperasi
	Menurut  Rudianto (2011) Akuntansi Keuangan Koperasi (Perhitungan Sisa Hasil Usaha) adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan profit dalam suatu  periode akuntansi atau satu tahun. Menurut Amin Widjaja (2012) Akuntansi Koperasi (Perhitungan Sisa Hasil Usaha)  adalah Pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan. 
Dari kutipan di atas dapat ditarik simpulan bahwa Perhitungan Sisa Hasil usaha adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi atau satu tahun.

Pengertain ETAP
	Menurut IAI dalam SAK ETAP merupakan revisi dari PSAK No. 27 tahun 2007  merupakan  standar  akuntansi  yang  khusus  mengatur  mengenai  akuntansi untuk  badan  usaha koperasi.  Pernyataan  ini  mengatur  akuntansi  badan  usaha koperasi  atas  tranksaksi  yang  timbul  dari  hubungan  koperasi  dengan  anggotanya yaitu  meliputi  transaksi  usaha  koperasi  dengan  anggotanya,  serta  transaksi  yang spesifik  pada  badan  usaha  koperasi,  sedang kan  transaksi  dari  hubungan  koperasi dengan  non  anggotanya  diperlakukan  sama  dengan  transaksi  pada  badan  usaha lainnya.
	Hal-hal  yang  diatur  dalam  SAK  ETAP  ini  antara  lain  mengenai  aktiva, kewajiban,  ekuitas,  pendapatan  dan  beban  serta  mengenai  laporan  keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi terdiri atas :

a. Neraca
Aktiva
Aktiva    merupakan    sumber    daya    ekonomi    yang    dimiliki    untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuan koperasi. Aktiva terdiri dari :
Aktiva Lancar
Aktiva   yang   tingkat   perputarannya   satu tahun. Termasuk   pinjaman, persediaan barang, pembayaran dimuka, dan aktiva lainnya yang dapat diputarkan paling lama dalam satu tahun.
Penyertaan
Penanaman  pada  badan  usaha  lain,  baik  pada  badan  usaha  koperasi lain atau  badan  usaha  swasta  maupun  badan usaha  milik  Negara,  serta  badan  usaha yang  dilakukan  oleh  anggota.  Pernyataan dan  penanaman  ini  sifatnya  jangka panjang.  Termasuk  dalam  kategori  penyertaan  atau  penanaman  ini  antara  lain adalah  simpanan  pada  koperasi  sekunder,  khususnya  hanya  simpanan  pokok  dan simpanan  wajib,  penanaman  saham  pada  perusahaan  swasta,  penanaman  modal serta  pada  usaha  anggota,  pembelian  aktiva  tetap  dengan  tujuan  untuk  dijual kembali seperti tanah dan sebagainya.
Aktiva Tetap
Aktiva   yang   tahan   lama   yang   dimiliki oleh   koperasi   untuk   tujuan dioperasikan  sendiri  guna  menghasilkan  pendapatan.  Termasuk  dalam  kategori aktiva   tetap   ini   adalah   tanah,   bangunan,   mesin,   inventaris,   kendaraan,  dan sebagainya.   Karena   faktor   ekonomis,   kemajuan   tek nologi   dan   faktor   fisik mengakibatkan  kemampuan  fisik  dan  ekonomis  aktiva-aktiva  tetap  kecuali  tanah akan  menurun.  Oleh  karena  itu,  aktiva  tetap  harus  disusutkan  selama  masa manfaatnya  dengan  suatu  metode  penyusutan  tertentu  sesuai  dengan  prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Aktiva Lain-lain
Aktiva  yang  tidak  dapat  dimasukkan  kedalam  kelompok  diatas,  termasuk dalam  kategori  ini  antara  lain  adalah  aktiva  tetap  dalam  proses  pembangunan. Aktiva  tetap  yang  tidak  digunakan  dan  uang  jaminan  bank  (Bank  garansi  untuk proyek jangka panjang).
b. Kewajiban
Kewajiban atau hutang adalah klain pihak lain kepada koperasi yang harus dipenuhi  atau  dibayar  dimasa  datang  sebagai  perolehan  barang  (aktiva)  atau  jasa dimasa lalu. Kewajiban ini terdiri dari :
Kewajiban Jangka pendek
Kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu yang paling lambat satu tahunmendatang  atau  kewajiban   yang  pelunasannya  menggunakan  sumber-sumber ekonomi  jangka  pendek  (aktiva  lancar)  termasuk  kategori  ini  antara  lain  adalah utang bank jangka pendek, utang simpanan sukarela anggota, utang beban, utang dana dan pembagian Sisa Hasil Usaha.
Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban  yang  pelunasannya  harus  dilakukan  dalam  waktu  lebih  dari satu tahun yang akan datang. Termasuk kedalam kewajiban jangka panjang adalah utang  kredit  investasi,  kredit  modal kerja,  kredit  pembelian  saham  perusahaan swasta dan badan usaha milik Negara dan untuk investasi lainnya. 


c. Ekuitas
Dalam  SAK  ETAP  paragraf  2.19  ekuitas  adalah hak residual  atas  aset entitas  setelah  dikurangi  semua  kewajiban. Ekuitas  koperasi  menurut  Rudianto (2010:8)  terdiri  dari  modal  anggota  berbentuk  simpanan  pokok,  simpanan  wajib, simpanan  lain  yang  memiliki  karakteristik  yang  sama  dengan  simpanan  pokok atau  simpanan  wajib,  modal  penyertaan,  modal  sumbangan,  cadangan,  dan  sisa hasil usaha yang belum dibagi. Menurut Rudianto (2010 : 15) Ekuitas koperasi dapat dirinci sebagai berikut :
Modal Anggota
Istilah   modal   dalam   pengertian   ini   memiliki   arti   sebagai   sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran para anggota  koperasi  dapat  dikelompokkan  dalam  3  jenis  setoran,  yaitu  simpanan pokok,  simpanan  wajib,  dan  simpanan  sukarela.  Akan  tetapi, koperasi  tertentu memiliki jenis setoran lain  yang berbeda.  Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan  sukarela  tidak  dapat  dikelompokkan  menjadi  modal  koperasi  karena bersifat  tidak  permanen,  di mana  simpanan  jenis  ini  dapat  ditarik  sewaktu-waktu oleh anggota. Menurut Rudianto (2010 : 22) modal anggota dapat dirinci sebagai berikut :
1. Simpanan  Pokok 
Adalah  jumlah  nilai  uang  tertentu  yang  sama  banyaknya yang  harus  disetorkan  oleh  setiap  anggota  pada waktu  masuk  menjadi anggota.  Jenis  simpanan  pokok  ini  tidak  dapat  diambil  kembali  selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.
2. Simpanan  Wajib
Adalah  jumlah  simpanan  tertentu  yang  harus  dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali.Jenis  simpanan  pokok  ini  dapat  diambil  kembali  dengan  cara  yang  diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat    anggota.
3. Simpanan  sukarela
Adalah    jumlah    tertentu    yang diserahkan   oleh   anggota   atau   bukan   anggota kepada   koperasi   atas kehendak  sendiri  sebagai  simpanan. Simpanan  jenis ini  dapat  diambil kembali  oleh  pemiliknya  setiap  saat.  Karena  itu,  simpanan  sukarela  tidak dapat dikelompokkan   sabagai   modal   anggota   dalam   koperasi   tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.
Modal Sumbangan
Modal  sumbangan  adalah  sejumlah  uang  atau barang  modal  yang  dapat dinilai  dengan  uang  yang  diterima  dari  pihak  lain  yang  bersifat  hibah  dan  tidak mengikat.   Modal   sumbangan   tidak   dapat   dibagikan   kepada   anggota   selama koperasi belum dibubarkan.
Modal Penyertaan
Modal  penyertaan  adalah  sejumlah  uang  atau  barang  modal  yang  dapat dinilai   dengan   uang   yang   ditanamkan   oleh   pemodal   untuk   menambah   dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.
Cadangan
Cadangan adalah bagian  dari sisa hasil usaha (SHU)  yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan  rapat  anggota.  Biasanya  cadangan  dibuat  untuk  persiapan  melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.
Sisa Hasil Usaha (SHU)
Sisa Hasil  Usaha  (SHU)  adalah  selisih  antara  penghasilan  yang  diterima oleh   koperasi   selama   periode   tertentu   dengan   pengorbanan   (beban)   yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Perhitungan  hasil  usaha  adalah  laporan  keuangan  yang  memperlibatkan hasil  usaha  dari  anggota  dan  laba  atau  rugi  kotor  dari  non  anggota.  Laporan  ini menyajikan  informasi  mengenai  pendapatan  dan  beban-beban  usaha dan  beban-beban  perkoperasian  dalam  satu  periode  akuntansi. Perhitungan  hasil  usaha menyajikan   hasil   akhir   yang   disebut   dengan   Sisa   Hasil   Usaha.   Komponen perhitungan hasil usaha dapat dilihat sebagai berikut :
1. Pendapatan
	Pendapatan  adalah  tambahan  nilai  aktiva  atau  penurunan  nilai  kewajiban sebagai akibat dari kegiatan ekonomi koperasi. Kegiatan ekonomi koperasi adalah kegiatan  yang menghasilkan (menjual) barang atau jasa. pertambahan aktiva atau penurunan uang akibat penambahan kekayaan sendiri (tambahan simpanan pokok, simpanan   wajib,   donasi,   modal   penyerahan).   Pendapatan   dapat   digolongkan kedalam :
2. Partisipasi Anggota
Partisipasi  anggaran  adalah  Pendapatan  yang  berasal  dari  kegiatan utama koperasi, yakni yang berasal dari hasil penjualan barang atau jasa kepada anggota.
3. Pendapatan dari Non Anggota
Pendapatan dari non anggota adalah pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi yang dilakukan oleh non anggota. 
4. Pendapatan Non Operasional
Pendapatan  non  operasional  adalah  Pendapatan  yang  tidak  berasal  dari kegiatan  utama  koperasi  atau  pendapa tan  yang  timnula  bukan  dari  kegiatan penjualan  barang  dan  jasa.  Pendapatan  ini  timbul  karena  sifat  kegiatan  usaha koperasi yang terkait dengan kegiatan lain yang tidak dapat dihindarkan.
5. Pendapatan Luar Biasa
	Pendapatan  luar  biasa  adalah  pendapatan  yang  diterima  bukan  berkaitan dengan  kegiatan  usaha  koperasi,  tetapi  pendapatan  yang  sifatnya  intermiten,  dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
Beban-Beban
Beban  adalah  aktiva  atau  sumber  daya  ekonomi  yang  dikorbankan  atau dimanfaatkan   untuk   memperoleh   pendapatan   dan   untuk   menjalankan   usaha koperasi selama satu periode tertentu. Beban ini terdiri dari:
Beban Pokok
Merupakan  harga  pokok  penjualan  barang  kepada  anggota  selama  satu periode akuntansi. Dalam perhitungan hasil usaha, beban pokok disajikan setelah pertisipasi bruto anggota dan harga pokok penjualan disajikan setelah penjualan.
Beban Operasional
Merupakan  beban-beban  yang  dibayar  atau  yang  diperhitungkan  untuk menjalankan usaha dan organisai koperasi selama satu periode pembukuan. Beban ini terbagi dalam beban penjualan, beban administrasi dan beban organisasi.



Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi
	Adapun karakteristik laporan keuangan koperasi sangat dipengaruhi oleh struktur organisasinya dan pengelolaan usaha serta prinsip-prinsip perkoperasian yang diatur dalam undang-undang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Karakteristik laporan keuangan koperasi adalah :
1. Pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi secara periodik aspek keuangan merupakan salah satu dari aspek-aspek yang tercakup dalam tata kehidupan koperasi. Selanjutnya laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang tata kehidupan koperasi di dalam Rapat Anggota Tahunan.
2. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem operasi pelaporan keuangan koperasi pada hakekatnya laporan keuangan koperasi lebih utama ditunjukkan kepada pihak-pihak diluar pengurus koperasi (anggota dan pemerintah) dan tidak semata-mata untuk pengendalian usaha.
3. Pemakaian utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri dan pejabat pemerintah di bidang perkoperasian pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi diantaranya adalah calon anggota, bank, kreditur dan kantor pajak.
4. Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi pada prinsipnya adalah melalui laporan keuangan tersebut pemakai utama dapat melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi seperti : 
1. Menilai pertanggungjawaban pengurus
2. Menilai prestasi kerja pengurus
3. Menilai manfaat yang diberikan koperasi kepada anggotanya.
4. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.
5. Modal dalam koperasi sesuai dengan undang-undang terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan dan SHUnya. Termasuk cadangan dan dari sumber-sumber lain yang sah simpanan anggota koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang memiliki karakteristik tersendiri dan telah diuraikan pada gambar perkoperasian.
6. Cadangan dalam koperasi yang dipupuk melalui penyisihan sisa hasil usaha koperasi atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi serta dipergunakan untuk memupuk modal dan atau menutup kerugian yang diderita oleh koperasi, jadi cadangan dalam koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada anggota kendatipun pada saat pembubaran koperasi.
7. Istilah permodalan dalam koperasi tidak hanya mencakup modal yang disetor oleh anggota akan tetapi meliputi seluruh sumber pembelanjaan koperasi yang dapat bersifat permanent atau sementara pihak-pihak yang mempunyai klaim terhadap sumber daya koperasi terdiri dari kreditur, anggota sebagai pemilik, dan badan usaha koperasi itu sendiri.
Metode Pengumpulan Data
	Data Untuk data yang akurat dan lengkap maka dalam penelitian ini diperlukan adanya teknik pengumpulan data yang tepat. Pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian melalui pengumpulan data, yaitu pengumpulan data secara langsung kelokasi penelitian  
1. Penelitian kepustakaan
2. Penelitian lapangan (Field work research) 
merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. 
3. Penelitian kepustakaan (library research) 
 Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari bahan bacaan atau literature yang berhubungan dengan dasar teori dalam penelitian ini. 
4. Sampling 
Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil sampel dari suatu populasi penelitian, dalam hal ini data transaksi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. 
Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah :
1. Observasi  Lapangan
Untuk mendapatkan data-data primer dan data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Wawancara 
Pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi langsung dengan bagian terkait, yang merupakan bagian dari objek penelitian. 
Jenis dan Sumber Data
	Sumber data yang digunakan adalah data primer (primary data) dan data sekunder (secondery data). 
	Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) berupa laporan keuangan Koperasi KPN Lunang Silaut. 
	Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)

Pembahasan
 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 
Dari paparan di atas, terdapat ketidak sesuaian laporan keuangan yang disajikan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Luang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau berdasarkan SAK ETAP, yaitu sebagai berikut:
1.      Tidak adanya akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih yang seharusnya disajikan untuk menghapus piutang khusus pada neraca dan akun piutang khusus tersebut pada neraca seharusnya disajikan terpisah dari dari pos aktiva lancar dan disajikan pada pos aktiva lain-lain.
2.     Nilai penyusutan yang terseji pada neraca melebihi nilai perolehan aset dan harus disesuaikan.
3.     Kewajiban membayar pajak yang belum diterapkan.
4.     Penyajian gedung yang disajikan pada pos aktiva tetap yang pada kenyataannya gedung tersebut bukan hak milik koperasi dan seharusnya koperasi melakukan pembayaran sewa atas gedung yang ditempati tersebut.
5.     Tidak adanya laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
Dari perincian ketidak sesuaian penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Luang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, maka berikut ini akan disajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.
A. Penyajian neraca yang sesuai dengan SAK ETAP
Tabel 4.1 Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Luang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan 
Laporan Neraca (Berdasarkan SAK ETAP) Per 31 Desember 2015
	No. Urut
	U R A I A N
	Tahun 2015
	No. Urut
	U R A I A N
	Tahun 2015

	
	
	( Rp. )
	
	
	( Rp. )

	I
	AKTIVA LANCAR
	
	IV
	KEWAJIBAN LANCAR
	

	1
	Kas umum
	8,050,058
	17
	Jasa anggota
	498,942,299

	2
	Bank
	2,799,747
	18
	Dana pengurus
	126,995,277

	3
	Pinjaman diberikan
	5,309,248,518
	19
	Dana karyawan
	62,319,783

	4
	Piutang pertokoan
	500,960,175
	20
	Dana pendidikan
	77,636,548

	5
	Piutang Unit FC
	27,872,405
	21
	Dana sosial
	70,544,363

	6
	Cadangan Piutang Tak Tertagih
	      (58,380,811)
	22
	Biaya YMH dibayar
	15,111,077

	7
	Persediaan barang toko
	13,945,387
	23
	Simpanan sukarela
	183,000

	8
	Biaya sewa dibayar di muka
	10,480,150
	24
	Hutang usaha
	0

	
	JUMLAH
	5,814,975,629
	25
	Hutang bank
	2,847,901,051

	
	
	
	
	JUMLAH
	3,699,633,398

	III
	INVESTASI JANGKA PANJANG
	
	
	
	

	9
	Simpanan pokok di Koperasi 
	30,000
	V
	MODAL SENDIRI
	

	10
	Simpanan wajib di Koperasi 
	2,926,500
	27
	Simpanan pokok
	8,110,000

	11
	Simpanan sukarela di Koperasi 
	202,040
	28
	Simpanan wajib
	1,528,639,600

	
	JUMLAH
	3,158,540
	29
	Donasi
	530,000

	
	
	
	30
	Cadangan
	503,371,992

	III
	AKTIVA TETAP
	
	31
	S H U
	105,777,541

	12
	Gedung 
	
	
	JUMLAH
	2,146,429,133

	13
	Peralatan kantor
	5,305,500
	
	
	

	14
	Perlengkapan 
	2,950,045
	
	
	

	15
	Mesi foto copy
	41,434,000
	
	
	

	16
	Akumulasi penyusutan
	41,766,891
	
	
	

	
	JUMLAH
	7,922,654
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	IV
	AKTIVA LAIN-LAIN
	
	
	
	

	17
	Piutang khusus
	20,005,708
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	5,846,062,531
	
	
	5,846,062,531


Sumber: Data diolah tahun 2016
B.  Penyajian laporan laba rugi yang sesuai dengan SAK ETAP.
Tabel 4.2 Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Luang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan 
Laporan Laba Rugi (Berdasarkan SAK ETAP) Per 31 desember 2015
	I
	PENDAPATAN
	
	
	
	
	

	
	1.
	Penjualan Barang Toko
	
	
	
	Rp.
	873,102,232

	
	
	Penjualan Barang Foto Copy
	
	
	
	Rp.
	0

	
	
	Jumlah
	
	
	
	Rp.
	873,102,232

	
	2.
	HPP Barang
	
	
	
	
	

	
	
	Persediaan Awal Barang Toko
	Rp.
	20,926,749
	
	
	

	
	
	Persediaan Awal Barang FC
	Rp.
	0
	
	
	

	
	
	Pembelian Barang Toko
	Rp.
	755,582,104
	
	
	

	
	
	Pembelian Barang FC
	Rp.
	0
	
	
	

	
	
	Jumlah
	Rp.
	776,508,853
	
	
	

	
	3.
	Persediaan Akhir Barang Toko
	Rp.
	13,945,387
	
	
	

	
	
	Persediaan Akhir Barang FC
	Rp.
	0
	
	
	

	
	
	Jumlah
	Rp.
	13,945,387
	
	
	

	
	
	HPP Barang
	
	
	
	Rp.
	762,563,466

	
	
	Keuntungan Toko
	
	
	
	Rp.
	110,538,766

	
	4.
	Pendapatan Jasa FC
	
	
	
	Rp.
	11,958,750

	
	5.
	Pendapatan Jasa SP
	
	
	
	Rp.
	166,676,501

	
	
	Total Pendapatan
	
	
	
	Rp.
	289,174,017

	II
	BIAYA-BIAYA
	
	
	
	
	

	
	Biaya Operasional
	Rp.
	59,010,798
	
	
	

	
	HR Pengurus / Pengawas
	Rp.
	12,900,000
	
	
	

	
	HR Karyawan / Jurbuk
	Rp.
	21,600,000
	
	
	

	
	Biaya Penyusutan
	Rp.
	5,793,790
	
	
	

	
	Biaya Transport Barang
	Rp.
	600,000
	
	
	

	
	Biaya Penyisihan Piutang tak tertagih
	Rp.
	58,380,811
	
	
	

	
	Biaya Sewa Gedung
	Rp.
	10,000,000
	
	
	

	
	Total Biaya
	
	
	
	Rp.
	168,285,399

	
	SHU Thn 2015 sebelum pajak
	
	Rp.
	120,888,618

	II
	Pajak yang dikenakan pada koperasi
	
	
	
	
	

	
	120,888,618   x   25% x 50%
	
	
	
	Rp.
	     (15,111,077)

	
	SHU Thn 2015 setelah pajak
	
	
	105,777,541


Sumber: Data diolah Tahun 2016

C. Penyajian laporan perubahan ekuitas yang sesuai dengan SAK ETAP
Tabel 4.3  Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Luang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan 
Laporan Perubahan Ekuitas (Berdasarkan SAK ETAP)  Per 31 Desember 2015
(dalam rupiah)
	
	
	
	
	

	
	Modal Awal
	
	1,957,707,983
	

	
	
	
	
	

	
	SHU Tahun 2015
	105,777,541
	
	

	
	Simpanan pokok
	50,000
	
	

	
	Simpanan wajib
	200,149,500
	
	

	
	Donasi
	0
	
	

	
	Cadangan
	66,424,674
	
	

	
	Bertambah
	
	372,401,715
	

	
	
	
	
	

	
	Modal Akhir
	
	2,330,109,698
	

	
	
	
	
	


Sumber: Data diolah Tahun 2016
Keterangan:
1. Akun cadangan piutang tak tertagih dibentuk dari besarnya jumlah piutang lancar (5.838.081.098) dikalikan 1% = 58.380.811, namun besarnya persentase yang membentuk akun tersebut seharusnya disepakati pada rapat anggota tahunan. Pembentukan akun tersebut untuk menghapus piutang khusus yang merupakan piutang macet.
2. Akun biaya sewa dibayar dimuka merupakan biaya sewa gedung yang pada neraca koperasi gedung tersebut diakui sebagai aset dan kemudian disesuaikan sebagai biaya sewa. Berikut jurnal penyesuaian yang dibuat untuk penghapusan gedung dan pembentukan biaya sewa dibayar dimuka:
	Pada saat pembentukan akun gedung, koperasi menjurnal:
Gedung			20.480.150
Kas				20.480.150
Kemudian diadakan penyesuaian dengan menjurnal :
Kas				20.480.150
Gedung				20.480.150
Biaya dibayar dimuka	20.480.150
Kas				20.480.150
Dan jurnal yang terbentuk:
Biaya dibayar dimuka 	20.480.150      
Biaya sewa gedung 		20.480.150
	Pada tahun 2015 koperasi dikenakan biaya sewa gedung sebesar 10.000.000, maka dilakukan penjurnalan:
Biaya sewa gedung           10.000.000
Biaya dibayar dimuka             10.000.000
Maka nilai biaya dibayar dimuka pada tahun 2015 sebesar 10.480.150. 
3. Penyesuaian terhadap akun akumulasi penyusutan yang semula berjumlah 53.087.395, disesuaikan sebesar 11.320.504, yaitu dilakukan karena jumlah penyusutan terhadap aset telah melebihi nilai perolehan aset. Jurnal yang dibuat:
Akumulasi penyusutan	11.320.504
Cadangan			11.320.504
	Maka cadangan yang semula 492.051.488 bertambah sebesar 11.320.504 dan menjadi 503.371.992 yang telah tersaji pada neraca.
4. Penyesuaian terhadap pembayaran pajak dilakukan dengan memunculkan akun biaya yang masih harus dibayar pada neraca dengan perhitungan yang telah tersaji pada laporan laba rugi. 
Analisis Perbaningan Penerapan ETAP Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Dalam SAK ETAP, laporan keuangan yang lengkap meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Sedangkan dalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Luang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, yang disajikan yaitu: neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.
Tabel 4.4  Analisis Perbandingan Penerapan SAK ETAP 
Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
	No
	Pos-Pos Penerapan ETAP Koperasi
	Indikator Pengelolaan Aset PSAP Nomor 07 Tahun 2010
	Tanda

	


1
	


Pos Pada Neraca
	Kas dan Setara Kas
	+

	
	
	Piutang Usaha dan Piuntang Lainnya
	+

	
	
	Persediaan
	+

	
	
	Properti Investasi
	-

	
	
	Aset Tetap
	+

	
	
	Utang Usaha dan Untang Lainnya
	+

	
	
	Aset dan Kewajiban Pajak
	+

	
	
	Kewajiban diestiminasi
	-

	
	
	Ekuitas
	+

	

2
	

Pos Laporan Laba / Rugi
	Pendapatan
	+

	
	
	Beban Keuangan
	+

	
	
	Bagian laba/Rugi Investasi yag menggunakan metode lain
	+

	
	
	Beban Pajak
	+

	
	
	Laba atau rugi neto
	+

	

3
	
Laporan Perubahan Ekuitas
	Laba atau rugi untuk periode
	+

	
	
	Pendapatan atau beban yang diakui langsung dalam ekuitas
	+

	
	
	Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui
	-

	
	
	Rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode
	+


Sumber : Data Diolah tahun 2016
Pada perhitungan uji tanda, teridentifikasi frekuensi tanda yang paling sedikit adalah negatif yaitu berjumlah 3 jadi nilai h-hitung adalah 3, sedangkan jumlah item yang dibandingkan 18. Pada tahapan pengujian uji tanda digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 maka diperoleh nilai h-tabel = 5, jika h-hitung sebesar 3 <  h-tabel sebesar 5, dimana menolak H0 dan menerima Ha. Hasil analisis data dengan menggunakan uji tanda disimpulkan  bahwa Penerapan Stanar Akuntansi Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sudah menerapkan SAK ETAP sepenuhnya. Hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
Didalam pengujian teridentifikasi terdapat kesamaan didalam penerapan SAK ETAP paa Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Penerapan ditinjau berdasarkan SAK ETAP, dapat diambil kesimpulan antara  lain : 
1.   Cadangan penyisihan piutang tak tertagih yang tidak tersaji dalam laporan neraca yaitu untuk menghapus piutang tak tertagih yang telah tersaji berupa akun piutang khusus. 
2.   Gedung yang bukan merupakan hak milik koperasi seharusnya tidak disajikan pada neraca yaitu pada pos aktiva tetap.
3.   Kewajiban membayar pajak yang seharusnya dilakukan oleh koperasi.
4.   Laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang tidak tersedia, yang mana laporan ini tidak lain untuk lebih memperjelas keberadaan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. 
5.   Aset Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah disusutkan tiap tahun, namun ada sebagian aset yang telah habis umur ekonomisnya masih dilakukan penyusutan yang dapat menimbulkan dugaan penyimpangan terhadap penyajian nilai penyusutan yang terdapat dalam laporan keuangan.

Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam penyajian laporan keuangan yang disajikan berdasarkan SAK ETAP, antara lain: 
1.    Cadangan penyisihan piutang tak tertagih seharusnya tersaji dalam neraca untuk menghapus piutang tak tertagih yang tersaji pada neraca yaitu akun piutang khusus. 
2.    Dilakukan sewa terhadap gedung yang telah ditempati sesuai dengan ketentuan dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
3.    Adanya SAK ETAP ini mewajibkan setiap ETAP pada tahun 2011 untuk melakukan kewajiban membayar pajak, oleh karena itu seharusnya dalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan akun kewajiban pajak.
4.    Laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, seharusnya disajikan dalam laporan keuangan, agar lebih memperjelas keberadaan keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. 
5.    Melakukan koreksi kembali terhadap aset yang dimiliki karena ada sebagian aset yang telah habis umur ekonomisnya, namun masih dilakukan penyusutan yang dapat menimbulkan dugaan penyimpangan terhadap penyajian nilai penyusutan yang terdapat laporan keuangan. 
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